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PERATURAN 

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi 

serta meningkatkan kualitas pembentukan peraturan 

perundang-undangan di lingkungan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia sesuai dengan tata cara dan standar 

pembentukan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan di Lingkungan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang   

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
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2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199);  

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan  Kedelapan  atas  Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

322); 

4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit 

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non 

Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden 

Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas 

Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran 

Negara Republik Indonesian Tahun 2013 Nomor 11); 

5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN 

INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU 

PENGETAHUAN INDONESIA. 
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  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan atau penetapan, 

pengundangan, dan penyebarluasan. 

2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan 

tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat 

secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga 

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur 

yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 

3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan 

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan 

persetujuan bersama Presiden. 

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah 

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 

5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk 

menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. 

6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk 

menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan 

kekuasaan pemerintahan. 

7. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala LIPI adalah 

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala LIPI untuk menjalankan perintah Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsinya. 

 

 

www.peraturan.go.id



2017, No.656 -4- 

8. Keputusan Pimpinan LIPI adalah keputusan yang 

ditetapkan oleh pimpinan LIPI bersifat individual, 

konkret, dan administrative. 

9. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut 

Prolegnas adalah instrumen perencanaan program 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 

10. Program Legislasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

yang selanjutnya disebut Proleg LIPI adalah instrumen 

perencanaan program Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang disusun secara terencana, 

terpadu, dan sistematis di lingkungan LIPI. 

11. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya 

disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah 

NonKementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan 

di bidang penelitian ilmu pengetahuan.  

12. Pimpinan LIPI adalah pejabat eselon I di lingkungan LIPI.  

13. Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas adalah satuan 

kerja di lingkungan LIPI yang mempunyai tugas dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

14. Pemrakarsa adalah satuan kerja di lingkungan LIPI atau 

Pimpinan LIPI. 

 

Pasal 2 

Peraturan Kepala ini bertujuan sebagai pedoman dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan 

LIPI. 

 

Pasal 3 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan 

berdasarkan asas: 

a. kejelasan tujuan; 

b. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 

c. dapat dilaksanakan; 

d. kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk kepentingan 

publik; 
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e. kejelasan rumusan; dan 

f. kepastian hukum. 

 

Pasal 4 

Jenis Peraturan Perundang-undangan dalam Peraturan 

Kepala ini terdiri atas: 

a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang; 

b. Peraturan Pemerintah; 

c. Peraturan Presiden; dan 

d. Peraturan Kepala LIPI. 

 

Pasal 5 

(1) Materi muatan Undang-Undang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf a berisi: 

a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan 

Undang-Undang; 

c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; 

d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; 

dan/atau 

e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 

(2) Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 

sama dengan materi muatan Undang-Undang. 

(3) Materi muatan Peraturan Pemerintah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berisi materi muatan 

untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana 

mestinya. 

(4) Materi muatan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf c berisi materi muatan untuk 

melaksanakan perintah Peraturan Perundangan-undangan 

yang lebih tinggi atau menyelenggarakan kekuasaan 

pemerintahan. 
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